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Sedangkan sopir asal IGran-
gasem menurut kelompok ini
bisa langsung ke pusat galian
sehingga mendapatkan nilai beli
yang jauh Iebih murah.

Wartawan BaIi Post mel-
aporkarq depo pasir seluas dua
hektar di Desa Tianyar Barat,
Kecamatan Kubu, semakin
mengundang polemik. Sum-
ber polemik, bukan pada ke-
beradaan depoqra, tapi dWaan
adanya perilaku premanisme,
monopoli, persaingan harga,
hingga menimbulkan reaksi
keras kalangan sopir di luar
Xarangasem. Situasi demikian
membuat beberapa pihak mulai
mempersoalkan keberadaan
depo inr, dala- menyelesaikan
masalah pengelolaan pasir di
tengah dampak bencana erupsi
GunungAgung.

Semangat dibentuk depo,
awalnya adalah untuk me-
menuhi kebuhrhan pembangu-
nan Bali. Sebab, saat Gunung
Agung pertama kali [srstafus
Awas, radius berbahaya sejauh
12 km dari puncak Gunung
Agung harus steril. Artinya,
seluruh aktivitas galian pun
hanrs berhenti Sehingga, mun'
cullah ide untuk mendirikan
depo, semacam lokasi temPat
timbunan Basir di luar daerah
radiusbe@qlaya

Lebih Murah
Depo pasir berdiri berse-

lang tiga minggu setelah ter-
bitnya status Awas pertama
22 Septembet 2017. Mulanya
depo yang digawangi separuh

, pengusaha galian C di bawah
komunikasi Paguyuban Pertiwi
fuung di Kubu itu, dibangun di
Sambirenteng, Buleleng. Sejak
awal beroperasi, kehadiran
depo pasir memang menjadi
polemik. Adanya dugaan pela-
ranga.n tnrk luar IGrangasem
masuk langsung ke galian,
bahkan sempat mendapat pe-
nyikapan dari Bupati Buleleng.
Melalui surat resmi, Pemkab
Buleleng minta pelarangan itu
dihentikan. Lantaran surat
Pemkab Buleleng tak disikapi
serius Pemkab Karangasem,
kini Pemkab Buleleng bersurat
kepada Gubernur Bali, untuk
menengahi persoalan ini.

Ketika radiw Awas Gunung
Agung 10-12 km, Bupati Ka-
rangasem IGA Mas Sumatri
bahkan mengatakan depo ide-
alnya dibangun di tujuh titik
masing-masing untuk jalur
pendistribusan Bangli, Kl.rng-
kung, Yeh Malet, Kubu dan
dua depo untuk pengiriman
lewat laut. Rapat Forkompinda
Karangasem kemudian mereko-
mendasikan pembangunan depo
harus mengacu pada ketentuan
perundangan yang berlaku. Hal
itu pula yang ditegaskan IGtua
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mgnegaslan b-ahwa depo dan
pgrrgadaan galian C sudah merata
dan berkeadilan. Sekalieus m,,n)
bantah

dijual ke konsumen.
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M
sa disudutkan mengadu ke DpRD
Bali menegaskan bihwa deoo dan

b_antah adanya mafia galian Ct.
Yang menjadi inti masalah adalah
ldqriya dopo'galian C. pa"a r-opi.
Buleleng mengaku wajib masuk.tsuleleng mengaku wajib masuk
depo untuk membeli pasir batu
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fulbupTr "'
san ekse\rti{ bahwa pendirian
depo itu dulu sebatas imbauan.
Staf Ahli Pemkab lQrangasem
Wayan Sutapa juga menegas-
kan, pendirian depo dulu tujuan-
nya agar pembangunan Bali
tetap bisa berjalan, saat dulu
status Awas Gunung Agung
dengan radius berbahaya 12
km. Sebab, dulu dengan radius
berbahaya 12 km, seltrmh lokasi
galian menjadi I(RB (Kawasan
Rawan Bencana). Sementara,
sekarang dengan penurunan
radius berbahaya jadi 4 km,
maka sepanjang lokasi gaiian C
di luar radius berbahaya, seha-
rusnya tak akan jadi masalah.
"Depo itu dalam pengertian
kami, sama seperti yang ada di
byposs Prof. I.B. Mantra. Hanya
tempat penampungan. Ambil di
sana boleh, tidak juga tak jadi
masalah," tegas Sutapa.

Dengan adanya penurunan
status Gunung Agung, Bupati
Karangasem I Grrsti Ayu Mas
Sumat4 belum lama ini men-
gaku tak sependapat kalau
depo itu kemudian dibubarkan.
Menurutnya, keberadaan depo
ini justm harus diperkuat, kare-
na selama ini sudah berialan
sangat baik. Bupati ingin f;nge-
lola depo dapat berkomunikasi
dengan baik antarpengusaha
di Kubu. Sebab, keberadaan
depo masih sangat diperlukan
karena Gunung Agung belum
normal sepenuhnya. Gunung
fuung meski sudah turun sta-
tus, tetapi masih berstatus Siaga
dengan radius berbahaya 4 km.
'Data jumlah truk yang masuk
ke sana, dari data pengelola
depo dan pemerintah berbeda.
Itu yang seharusnya jadi fokus
pembahasan. Kok bisa beda,
kenapa?'kata Bupati Mas Su-
matri, seraya mengatakan itu
tentu akan berpengaruh ter-
hadap pendapatan yang masuk
kepada pemerintah daerah.

Bupati kembali menggar-
isbawahi, bahwa keberadaan
depo int, adalah solusi melihat
situasi sekarang. Jadi, dia tak
ingin depo ini justru memanc-
ing persoalan lain. 'Sekarang,
Gunung Agung sudah relatif
tenang.Ada potensi galiaq ke-
lolalah itu sama-sama. Jangan
ribut," tegasnya.

Bupati jWa tak memperso
alkan kalau ada pengusaha lain
yang juga ingin membuat depo
Iain_. Memrrutnya itu 1ta\ jg€
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ma""alah karena membuat depo
ini,sama saja dengan membuat
ttmburan biasa, layaknya yang
ada 

^dr_sepa 
njang Jalan By-poss

Prof. I.R-. Nlantra. pada p"in-
stpnya",-den"itu-dibgag1fi 1u1
men; a uikaf iTfsiko-bahaya tli
kaki Gunung Agung atau lo_
kasr galian, bila tiba_tiba terjadi
peristiwa yang membahayakan
ura menunta Jangan dibumbui
seolah-olah ada monopoli, am_
gansi dan lainnva.
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' Teta-p Pertahankan Depo
__ Pihak pengusaha galian C
Kubu. y.ang telah bersepakat
mendirilan depo pasir tetap
mempertahankan deponya. Wa-
laupun nanti Pemkab Karan-
gasem ingin melakukan evduasi
telba9ansistem tata niaga pasir
di Kubg, Alasannya, depo niasih
clrbutuh-kan untuk menciptakan
kelancaran lalu lintas & ;atur
er-akuasi sebagai antisipasi
potensi erupsi Gunwrg Agung.

Penegasan tersebut disam-
I,arlan Ketua Paguyuban per-

tiwi Agung y".rg -u.rgulolu
depo, I Nengah Subrata, belum
lama ini. T\rduhan soal adanva
pemaksaan membeli pasir Le
depo, upaya monopoli, apalagi
premanisme dan lain-lainnya
sama sekali tidak benar. Itu
tidak ada," kata Subrata beltrm
lama ini.

Ketua pegul'uban pengusaha
galian Pertiwi Agrrng, Kubu ini
mengatakan depo pasir yang
sekarang berada di wilayah
Desa Tianyar Barat, didirikan
untuk membantu pemerintah
memastikan ketersediaan mate-
rial galian di tengah ancaman
erupsi. Depo tetap akan berop-
erasi terlebih saat ini pemerin-
tah belum menerbitkan surat
resmi yang menyatakan kondisi
sudah aman. Pihaknya bahkan
menyebut depo mengakomodir
semua kepentingiirL truk lokal
tetap bisa beraktivitas dan truk
luar daerah tetap punya akses
untuk mendapatkan material.
"I\rrk lokal mengantarkan dari
galian ke depo sedangkan truk
luar mengambil di depo. Untuk
kepentingan jalur evakuasi,
aktivitas truk lokal juga kita
batasi," katanya.

Soal harga jual material di
depo, menurut dia, sejatinya
bukan mahal. Depo tetap ber-
patokan pada harga dasar yang
ditetapkan pemerintah yalni Rp

70 ribu per meter kubik. Adanva
perbedaan harga depo dengin
harga lokasi ga_lian karena pen_
gusaha harus mengeluaikan
biaya tambahan untuk pengiri-
man ke depo. 'Tetap Rp-70 ribu
per kubik. kemudian alta-bah
ongkos nai-k Rp 200 ribu dan

"lgkg: angkrrt ke depo Rp 250
nDu, Jelasnya.
. Menyangkuta-ksipencegatan

oan prlgutan terhadap truk
qang lak mengambil pasir di
depo, Subrata juga membantah.
ir{raknya hanyi mengatafan
bahwa pengusaha yans ter-
gabung dalnm depo hanya dkan
menjual pasir kepada truki'ane
m._au_ masuk depo. Soal piotei
phak yang kontra, dia m6nud-
ing itu karerur mereka merasa
tidak bebas. tlereka yang tidak
qabung depo tidak Hia Banggu.
Daya Justru mrnta pemerintah
menellFwi, siapa sebenarnya
yan-g bikin ribut," tegasnya.

g€rah dengan tudingan sep-
erh {lr. paguyuban ini sempat
membawa massa 900 orang ke
DPRD Karangasem. Massa dip-
impil langsung Ketua P.g"y"-
ban Pertiwi Agung Kubu, Ne-
ngah Subrata, bersama Wakil
Ketua Gede Ariana dan Sekr+
taris Nyoman Arya. "C1,pga ini
cara yang tepat sebagai jalaa
tengah.Adanya depo, truk dfF
luar tinggat mengambil pasir di
depo saja." katr Nyoman Arya.

Gede Ariana menilai. apa
yang dilalu}an kelompok kon-
tra depo dengan meributkan
depoini, justru membuka kedok
sendiri. Menurutnya, truk-truk
galian yang keluar dari Kubu
di luar depo, justru tidak bayar
faktur atau pajak. Tiap harinya
ada 70 truk. Bahkan, kelompok
kontra-depo dinilai menuduh
tanpa bukti, karena faktanya di
Iapangan tak demikian. "Saya
akan bawa persoalan ini (truk
tak bayar pajak) ke pro-ses hu-
kum. Bahkan, kalau kami tidak
dibantu menuntaskan
ini oleh pemerintah, mungkin
saja kami akan boikot pajak ke
pemerintah," te gasnya. (gik)
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